KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 21/HK.04-Kpt/72/Prov/1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi wajib
membentuk organisasi dokumentasi dan informasi

hukum di lingkungannya,;

.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8
Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen
dan Informasi Hukum, yang menyatakan bahwa
standar pengelolaan dokumen dan informasi
hukum wajib digunakan dalam pengelolaan
dokumen dan informasi hukum oleh seluruh
anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Nasional,

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang
menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas
pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien
perlu ditunjuk tim Pembina dan tim Teknis

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di




Mengingat

=

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sulawesi Tengah;

.bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan

c dalam rangka pengelolaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum  perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi Tengah tentang Tim Pembina dan Tim
Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi
Tengah;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
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4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan
Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 456);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor i 533 /HK.04-
Kpt/03/KPU/XI1/2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi

Menetapkan

Tengah Nomor 04 /PL.02.7-BA/72/Prov/1/2021 tanggal 19
Januari 2021 tentang Rapat Pleno Tentang Kesiapan
Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Terpilih pada Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020
dan Penyampaian Hasil Kegiatan Supervisi dan Monitoring

Persiapan PHP KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM




KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT
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PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH.

: Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

: Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU bertugas:

a. menjamin Kketersediaan dokumentasi dan informasi
hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses
secara cepat dan mudah;

b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional
dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu
wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel,
transparan, efektif dan efisien.

c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang
berkaitan dengan bidang hukum;

d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya
manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
dan

e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

: Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Tengah dibebankan pada

Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

T,

TANWIR LAMAMING




Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 21/HK.04-Kpt/72/Prov/1/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

TIM PEMBINA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO

NAMA

KEDUDUKAN
DALAM TIM

JABATAN

Tanwir Lamaming

Ketua KPU
Provinsi Sulawesi Ketua Pembina
Tengah

Naharuddin

Anggota KPU
Provinsi Sulawesi Pembina
Tengah

Sahran Raden

Anggota KPU
Provinsi Sulawesi Pembina
Tengah

Samsul Y. Gafur

Anggota KPU
Provinsi Sulawesi Pembina
Tengah

Halima

Anggota KPU
Provinsi Sulawesi Pembina

Tengah

Mohammad Taufiq

Sekretaris KPU
Provinsi Sulawesi Pembina
Tengah




Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya TANWIR LAMAMING
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR: 21/HK.04-Kpt/72/Prov/1/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM

TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEDUDUKAN
NO NAMA JABATAN
DALAM TIM
Kepala Bagian o
) Pimpinan
1 | Sri Ardawati Hukum, Teknis
Redaksi
dan Hupmas
Kepala )
. Sekretaris
2 | Cherly Trisna llyas Subbagian )
Redaksi
Hukum
Kepala
_ _ Pelaksana
3 | Ajeng Rahayu Subbagian Teknis _
Redaksi
dan Hupmas
Anggota Redaksi
4 | Faishal Zahy Ramadhani Staf Hukum
Produk Hukum
Anggota Redaksi
5 | Jeanne Irsda Staf Hukum
Produk Hukum
Staf Teknis dan | Anggota Redaksi
6 | Ahmad S. Mahmud
Hupmas Produk Hukum
Staf Teknis dan | Anggota Redaksi
7 | Moh. Ridha Zulham
Hupmas Produk Hukum
Staf Teknis dan Anggota Redaksi
8 | Candra

Hupmas

Produk Hukum




Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya TANWIR LAMAMING

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,




